




A. Efektifitas  
1. Pengertian Efektifitas Hukum 
Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti 
berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah 
populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna 
atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif 
adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak 
dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.16  
Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia 
diperankan untuk memantau.17 Jika dilihat dari sudut hukum, yang 
dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. 
Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau 
akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang 
efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak 
dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.  
Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam  
pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya 
sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi 
hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a tool of social control yaitu upaya 
                                                          
16 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Penerbit Balai Pustaka. Hal. 284. 
17 Ibid. Hal, 284. 
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untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan  
terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di 
dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai 
a tool of social engineering yang maksudnya adalah sebagai sarana 
pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah 
pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam 
pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan 
proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif 
2. Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas 
Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, 
maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu 
ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita 
akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. 
Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi 
kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya 
karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada 
kepentingannya.18 Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, 
bahwa kepentingan itu ada bermacammacam, di antaranya yang bersifat 
compliance, identification, internalization. Faktor-faktor  yang  mengukur  
ketaatan  terhadap  hukum  secara umum antara lain:19 
                                                          
18 Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit 
Kencana. Hal. 375.  
19 Ibid. Hal, 376.  
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a. Relevansi  aturan  hukum  secara  umum,  dengan  kebutuhan  hukum 
dari  orang-orang  yang  menjadi  target  aturan  hukum  secara  umum 
itu.  
b. Kejelasan  rumusan  dari  substansi  aturan  hukum,  sehingga  mudah 
dipahami  oleh  target  diberlakukannya  aturan  hukum. 
c. Sosialisasi  yang  optimal  kepada  seluruh  target  aturan  hukum  itu.   
d. Jika  hukum  yang  dimaksud  adalah  perundang-undangan,  maka 
seyogyanya  aturannya  bersifat  melarang,  dan  jangan  bersifat 
mengharuskan,  sebab  hukum  yang  bersifat  melarang (prohibitur) 
lebih  mudah  dilaksanakan  ketimbang  hukum  yang  bersifat 
mengharuskan (mandatur).  
e. Sanksi  yang  diancam  oleh  aturan  hukum  itu  harus  dipadankan 
dengan  sifat  aturan  hukum  yang  dilanggar  tersebut. 
f. Berat  ringannya  sanksi  yang  diancam  dalam  aturan  hukum harus 
proporsional  dan  memungkinkan  untuk  dilaksanakan. 
g. Kemungkinan  bagi  penegak  hukum  untuk  memproses  jika  terjadi 
pelanggaran  terhadap  aturan  hukum  tersebut,  adalah  memang 
memungkinkan,  karena  tindakan  yang  diatur  dan  diancamkan sanksi, 
memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya  
memungkinkan  untuk  diproses  dalam  setiap  tahapan (penyelidikan,  
penyidikan,  penuntutan,  dan  penghukuman). 
h. Aturan hukum  yang  mengandung norma  moral  berwujud larangan, 
relatif  akan  jauh  lebih  efektif  ketimbang  aturan  hukum  yang 
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bertentangan  dengan  nilai  moral  yang  dianut  oleh  orang-orang yang  
menjadi  target  diberlakukannya  aturan  tersebut. 
i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga 
tergantung  pada  optimal  dan  profesional  tidak  aparat  penegak 
hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut. 
j. Efektif  atau  tidaknya  suatu  aturan  hukum  secara  umum,  juga 
mensyaratkan  adanya  standar  hidup  sosio-ekonomi  yang  minimal 
di  dalam  masyarakat.    
Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Mumnresyang 
berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap 
hukum pada umumnya, melainkan kataatan terhadap aturan hukum tertentu 
saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan 
terhadap keduanya :20 
a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor 
apa yang mempengaruhinya 
b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-
faktor apa yang mempengaruhinya. 
Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka 
dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, 
banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain :21  
                                                          
20Ibid. Hal, 376.      
21 Ibid. Hal, 378.  
19 Ibid. Hal, 379.  
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a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan. 
b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. 
Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan 
didalam masyarakatnya. 
c. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak 
boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), 
yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation 
(undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. 
Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang 
banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah 
profesional dan optimal pelaksanaaan peran, wewenang dan fungsi dari para 
penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap 
diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.19  
Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas 
dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :22  
a. Faktor Hukum  
Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. 
Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum 
sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak 
                                                          
22 Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. 
Penerbit  PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 5.  
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sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara 
penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu 
tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai 
hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum 
tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.23 
b. Faktor Penegakan Hukum  
Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian 
petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan 
sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama 
ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk 
mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya 
hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak 
hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul 
persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui 
wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan 
wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah 
dari aparat penegak hukum tersebut.24  
c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung  
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat 
lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para 
penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak 
                                                          
23 Ibid. Hal,8.   
24 Ibid. Hal, 21. 
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dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang 
proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan 
yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana 
atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum 
menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.25  
d. Faktor Masyarakat  
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 
mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat 
atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. 
Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan 
hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan 
hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator 
berfungsinya hukum yang bersangkutan.   
e. Faktor Kebudayaan 
Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 
mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan 
konsepsikonsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik 
(sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehinga dihindari). 
Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum 
adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis 
(perundangundangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam 
                                                          
25 Ibid. Hal, 37. 
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masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. 
Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-
nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-
undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.26  
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena 
menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari 
efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut 
faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini 
disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, 
penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan 
hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.25 
B. Gelar perkara 
1. Pengertian Gelar Perkara 
Frans Hendra Winarta, dalam artikel Gelar Perkara Bagian dari 
Sistem Peradilan, memandang gelar perkara adalah bagian dari proses dan 
sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Secara 
formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak 
pelapor dan terlapor. Jika tidak menghadirkan pelapor dan terlapor maka 
                                                          
26 Iffa Rohmah, Penegakkan Hukum, http://pustakakaryaifa.blogspot.com. diakses : Pukul 
12.00 WIB, Tanggal 8 Januari 2020.   
25 Ibid. Hal, 53.  
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gelar perkara yang dilakukan, dapat cacat hukum.27 Lebih jauh Frans 
menjelaskan, gelar perkara atau biasa disebut dengan ekspos perkara juga 
harus dihadiri langsung oleh pihak pelapor dan terlapor. Tak boleh 
diwakilkan oleh pihak lain. 
Selain itu, masih menurut Frans, gelar perkara juga mesti dihadiri 
ahli yang independen, kredibel, dan tidak memiliki catatan hukum. Dari 
gelar perkara yang menghadirkan pelapor, terlapor dan juga saksi ahli maka 
diharapkan dihasilkan kejelasan perkara 
2. Pengertian Penyidikan, Penyidik Dan Syarat- Syarat Menjadi Penyidik 
a. Pengertian Penyidikan 
Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana 
setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada 
atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada 
tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan 
berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, 
penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” 
suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. 
Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada 
tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan 
membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan 
pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 
                                                          
27 Frans Hendra winarta, Gelar Perkara Bagian dari Sistem Peradilan, 
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d6b9d3ea18fd/gelar-perkara-bagian-dari-sistem-
peradilan, di akses tanggal 22 juni 2020 
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KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum menyatakan 
bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. 
Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang 
terkandung dalam pengertian penyidikan adalah: 
1) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung 
tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling 
berhubungan 
2) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik 
3) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan 
perundangundangan. 
4) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan 
menemukan tersangkanya. 
Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa 
sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana 
tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang 
melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui 
dari penyelidikannya.28 
                                                          
28 Adami Chazawi. 2005. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang. 
Penerbit Bayumedia Publishing. Hal. 380-381. 
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b. Pengertian Penyidik 
Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat 
polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil 
tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk 
melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang 
penyidik dalam Pasal 6 Ayat 1 KUHAP, yang memberikan batasan 
pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam 
tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat 
penyidik negeri sipil. 
Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan 
Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya 
penyidik pembantu disamping penyidik.29 Pejabat Penyidik Polri Untuk 
mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai 
penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan 
dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan 
kepangkatan seorang pejabat penyidik. 
Menurut Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau 
pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh 
undangundang untuk melakukan penyidikan oleh karena kewajibannnya 
                                                          
29 M. Yahya Harahap. 1992. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, 
Penyidikan dan Penuntutan. cet. ke-VII. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal. 110. 
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tersebut, penyidik mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 7 ayat 1 
KUHAP adalah sebagai berikut : 
1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 
tindak pidana 
2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian 
3) Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda 
pengenal diri tersangka 
4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 
5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga 
melakukan suatu tindak pidana; 
7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 
atau saksi; 
8) Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara; 
9) Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara; 
10) Mengadakan penghentian penyidikan. 
Selanjutnya menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah 
serangkaian tindakan penyidik dalam haldan menurut cara-cara yang di 
atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan 
guna menemukan tersangka. Menurut Gerson Bawengan tujuan 
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penyidikan adalah untuk:30 Menunjuk siapa yang telah melakukan 
kejahatan dan memeberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah 
dilakukan.Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan 
menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa 
tertentu. 
Selanjutnya yang dimaksud dengan menghimpun keterangan 
menurut Gerson Bawengan adalah:31 
1) Fakta tentang terjadinya suatu kejahatan; 
2) Identitas daripada si korban; 
3) Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan; 
4) Waktu terjadinya kejahatan; 
5) Motif, tujuan serta niat; 
6) Identitas pelaku kejahatan. 
3. Mekanisme Gelar Perkara 
Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang 
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 14/2012”) gelar perkara 
merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan. Adapun tahap 
kegiatan penyidikan dilaksanakan meliputi: 
a. Penyelidikan; 
b. Pengiriman SPDP 
                                                          
30 Gerson Bawengan. 1977. Penyidikan Perkara Pidana. Jakarta. Penerbit Pradnya 
Paramitha. Hal.11. 
31 Ibid. hal, 21. 
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c. Upaya paksa 
d. Pemeriksaan 
e. Gelar perkara 
f. Penyelesaian berkas perkara 
g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum 
h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan 
i. Penghentian Penyidikan. 
Sebelum dilakukan Penahanan maka dapat dilakukan mekanisme 
gelar perkara.32 
a. Gelar Perkara Biasa dan Gelar Perkara Khusus 
Gelar perkara dilaksanakan dengan cara:33 
1) Gelar perkara biasa; dan  
2) Gelar perkara khusus. 
Gelar perkara biasa dilaksanakan dengan tahap:34 
1) Awal proses penyidikan 
2) Pertengahan proses penyidikan; dan 
3) Akhir proses penyidikan 
                                                          
32 Pasal 45 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 
2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. 
33 Pasal 69 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 
tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. 
34 Pasal 70 ayat  (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 
2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. 
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Gelar perkara biasa pada tahap awal Penyidikan bertujuan untuk:35 
1) Menentukan status perkara pidana atau bukan 
2) Merumuskan rencana penyidikan 
3) Menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan 
4) Menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti 
5) Menentukan target waktu; dan 
6) Penerapan teknik dan taktik Penyidikan. 
Gelar perkara biasa pada tahap pertengahan penyidikan bertujuan 
untuk:36 
1) Evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penyidikan 
2) Mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya 
percepatan penyelesaian penyidikan; 
3) Menentukan rencana penindakan lebih lanjut 
4) Memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan 
5) Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti 
dengan pasal yang dipersangkakan 
6) Memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengan target yang 
ditetapkan; dan/atau  
7) Mengembangkan rencana dan sasaran Penyidikan. 
                                                          
35 Pasal 70 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 
2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. 
36 Pasal 70 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 
2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. 
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Gelar perkara biasa pada tahap akhir Penyidikan bertujuan untuk:37 
1) Evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan 
2) Pemecahan masalah atau hambatan penyidikan 
3) Memastikankesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti 
4) Penyempurnaan berkas perkara 
5) Menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada 
penuntut umum atau dihentikan; dan/atau 
6) Pemenuhan petunjuk JPU. 
Selain gelar perkara biasa juga ada gelar perkara khusus. Gelar perkara 
khusus ini bertujuan untuk:38 
1) Merespons laporan/pengaduan atau komplain dari pihak yang 
berperkara atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan 
penyidik selaku penyidik 
2) Membuka kembali penyidikan yang telah dihentikan setelah 
didapatkan bukti baru; 
3) Menentukan tindakan kepolisian secara khusus; atau 
4) Membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan praperadilan 
yang berkekuatan hukum tetap. 
                                                          
37 Pasal 70 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 
2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. 
38 Pasal 71 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 
2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. 
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Gelar perkara khusus dilaksanakan terhadap kasus-kasus tertentu dengan 
pertimbangan:39 
1) Memerlukan persetujuan tertulis Presiden/Mendagri/Gubernur 
2) Menjadi perhatian publik secara luas 
3) Atas permintaan penyidik 
4) Perkara terjadi di lintas negara atau lintas wilayah dalam negeri 
5) Berdampak massal atau kontinjensi 
6) Kriteria perkaranya sangat sulit; 
7) Permintaan pencekalan dan pengajuan DPO ke NCB 
Interpol/Divhubinter Polri; atau 
8) Pembukaan blokir rekening. 
b. Tahapan Gelar Perkara 
Tahapan penyelenggaraan gelar perkara meliputi:40 
1) Persiapan  
a) Penyiapan bahan paparan gelar perkara oleh tim penyidik 
b) Penyiapan sarana dan prasarana gelar perkara; dan 
c) Pengiriman surat undangan gelar perkara. 
2) Pelaksanaan  
a) Pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara;  
                                                          
39 Pasal 71 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 
2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. 
40 Pasal 72 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 
tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. 
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b) Paparan tim penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan 
penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan 
c) Tanggapan para peserta gelar perkara 
d) Diskusi permasalahan yang terkait dalam penyidikan perkara; dan  
e) Kesimpulan gelar perkara. 
3) Kelanjutan hasil gelar perkara 
a) Pembuatan laporan hasil gelar perkara 
b) Penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang 
c) Arahan dan disposisi pejabat yang berwenang 
d) Tindak lanjut hasil gelar perkara oleh penyidik dan melaporkan 
perkembangannya kepada atasan penyidik; dan 
e) Pengecekan pelaksanaan hasil gelar perkara oleh pengawas 
penyidik 
Kemungkinan setelah keluar Perkap No 6 Tahun 2019 ada beberapa 
tahapan baru mengenai Gelar Perkara Pada Peraturan Kepala Kepolisan 
Rebulik Indonesian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan 
Tindak Pidana. Memberikan Pelengkap pada tahapan-tahap pada Perkap 
yang sebalumnya yaitu Peraturan Kepolisian Rebulik Indonesia Nomor 14 
Tahun 2012  yaitu Pasal 69 tentang gelar perkara. Maka Memberikan 
pejelasan lebih dalam melaksanan gelar perkara khusus yang mana di 
maksud pasal 33 Gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
31 dilaksanakan untuk: 
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a. Merespons pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan/atau 
penasihat hukumnya setelah ada perintah dari Atasan Penyidik;  
b. Membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan praperadilan; dan  
c. Menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat.  
Pelaksanaan Gelar Perkara khusus wajib mengundang fungsi 
















                                                          
41 Peraturan Kepala Kepolisan Rebulik Indonesian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang 
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana 
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C. Kerangka Pemikiran 
 
Berangkat dari kerangka pemikiran tersebut di atas, akan penulis 
jadikan sebagai pedoman untuk menjawab permasalahan yang sudah 
ditetapkan yaitu bagaimana jalannya proses pelaksanaan gelar perkara di 
Kepolisian dalam menyelesaikan kasus yang sedang ditangani untuk 
melengkapi berkas-berkas penyidikan yang akan diserahkan kepada penyidik 
    
  
  
Berkas Perkara Penyidikan  
  
Gelar Perkara  & Hasil  Gelar  
PEMERIKSAAN  
Pemeriksaan Tersangka  ( ,  Saksi ,  








Hambatan   
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Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum), dari pertama laporan mulai masuk sampai 
dengan gelar perkara dilaksanakan dan menghasilkan hasil gelar perkara yang 
oleh penyidik dijadikan satu dengan berkas perkara yang akan di serahkan 
kepada JPU untuk diproses lebih lanjut.  
Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan 
pengertian opsporing (Belanda) dan investigation (Inggris) atau penyelesaian 
atau siasat (Malaysia), KUHAP sendiri memberikan pengertian dalam Pasal 1 
angka 2, sebagai berikut:42  
“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang 
terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.   
Definisi gelar perkara menurut Peraturan Kepala Badan Reserse 
Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang 
Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana terdapat 
pada pasal 1 ayat (17) yaitu:  
“Gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang 
proses atau hasil penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepada 
peserta gelar dalam bentuk diskusi kelompok untuk mendapatkan 
tanggapan/masukan /koreksi dalam rangka menghasilkan rekomendasi 
untuk menentukan tindak lanjut proses penyidikan”.  
                                                          
42 Muhammad Rusli. 2012. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Yogyakarta. Penerbit UII 
Press. Hal. 17.  
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Menurut Yockie Suryo Prayoga bahwa gelar perkara adalah satu langkah yang 
harus dilakukan oleh aparat Penegak Hukum sebelum memutuskan apakah 
seseorang itu patut diduga berdasarkan bukti-bukti materiil yang terkumpul dan 
terperiksa untuk dijadikan sebagai tersangka tindak pidana satu pelanggaran hukum 
tertentu.43 
                                                          
43 http://jsop.net/2013/02/28/gelar-perkara-polda/Yockie Suryo Prayogo, Sabtu, Pukul 20.20 
WIB. 
